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ABSTRAK
PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(BPJPH) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN UU NO.33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
SITI RAHMAH
162310155

Jaminan produk halal menjadi sangat penting dalam implementasi sehari-hari,
bagi umat muslim di Indonesia. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang
terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal,
dzat, proses dan tambahannya: Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan
(status), artinya seseorang sudah menjalankan hak-hak serta kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana
peran BPJPH kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU No.22 Tahun 2014
tentang jaminan produk halal. Adapun tujuan dalam penelitian-ini adalah untuk
mengetahui peran BPJPHkota Pekanbaruterhadap pelaksanaan UU No.22 Tahun
2014 tentang jaminan produk halal di kota Pekanbaru. Kerangka teori dalam
penelitian ini yaitu teori Soejono Soekanto dan UU No.33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah
ketua pelaksana satgas layanan sertifikasi halal daerah dan verifikator, sekretaris
dan pelaksana tata usaha dan-eperator. Teknik-pengumpulan data melalui teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
peran yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah
sesuai dengan UU-JPH No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kata kunci: Peran, Administrator, Auditor, Jaminan Produk Halal
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ABSTRACT

THE ROLE OF PEKANBARU HALAL PRODUCT ASSURANCE
AGENCY ON IMPLEMENTATION REGULATION NO. 33 YEAR 2014
ABOUT HALAL PRODUCT ASSURANCE

SLT1 RAHMAH
162310155

Halal product assurance became a very important part in daily implementation for
moslem in Indonesia. The assurance. meant that the structural and systematical
effort in order to make:food that we consume classified into halal for physics,
process, and additional things. The role was dynamic aspect from status, and it
meant that someone had been done the right and duty related to the position. The
formulation of the research questioned about how the role of halal product
assurance agency on implementation regulation no 33-year 2014 about halal
product assurance. Also, the purpose in this research examined to know the role
of halal product assurance agency on implementation regulation no 33 year 2014
about halal product assurance at Pekanbaru city. Theoretical framework in this
research used Soejono Soekanto theory and regulation no 33 year 2014 about halal
product assurance. This research used qualitative approach, the method used
descriptive qualitative, the population was chief executive halal certification
services division and verificatory, secretary, administrator and operator. Data
collection technigue used observation technique, interview and documentation.
Research finding showed that the role that_had been done by halal product
assurance ageney had been suitableiwith-regulation no 33 year 2014 about halal
product assurance.

Keywords: Role, Administrator, Auditor, Halal Product Assurance
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

dalam memberikan

halal yaitu sega yang d ke c : | al-Quran dan
hadis shahi
an oleh Tauhid
binatang yang

ecara sah, babi

Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama
Islam, ini tentu menjadikan Indonesia salah satu pasar potensial bagi industri
makanan halal.

Industri halal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti
dibidang makanan maupun kosmetik. Pertumbuhan ini tentunya memberikan

kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data di tahun



2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliiar atau lebih
dari 36% jumlah konsumsi rumah tangga, jumlah ini juga setara dengan 20%
PDB Indonesia. Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata
pertumbuhan 5,3%. Pada tahun. 2025 selanjutnya diperkirakan jumlah konsumsi
produk _halal Indonesia akan mencapai angka USD 330,5 miliar. Bappenas
menyatakan bahwa konsumen« mayoritas berasal dari produk impor yang
dihasilkan. (Akbar, 2019).

Dari sudut eskpor, industri halal sangat memungkinkan untuk menambah
nilai ekspor dari Negara Indonesia. Adapun nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari
industri halal tersebut berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap
tahunnya. Secara global Indonesia mempuyai halal export opportunity (tingkat
ekspor nasional) produk halal sebesar 3,8%. Pada tahun 2018 industri halal telah
membuahkan USD 7,6 miliar_dan mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia
Halal Lifestyle Center 2019. Angka sebelumnya bisa ditingkatkan lagi dengan
cara meningkatkan mutu produk halal yang diekspor oleh Negara Indonesia itu
sendiri. Selain itu, penetapan harga yang masuk akal juga sangat penting agar
produk lokal yang diciptakan dapat bersaing.dengan produk yang dihasilkan oleh
negara lain. Jika produk halal dari Indonesia sudah bisa bersaing di pasar dunia
maka tentu Indonesia bisa dijadikan sebagai kiblat industri halal dunia. (Fathoni:
2020)

Berdasarkan data Statistik Produk Halal MUI di Indonesia 2019, total
produk halal yang dimiliki Indonesia pada tahun 2019, mengalami pertumbuhan

mencapai angka 34,5% menjadi 274,796 dari pada tahun sebelumnya sebesar
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204,222. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel pertumbuhan produk halal MUI

Indonesia sejak tahun 2015-2019 :

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Halal sejak tahun 2015 — 2019

Sumber :ha
Dari tabel di ats it dike bahwa tot al di Indonesia

senantiasa

jumlah ini  menurun seba
sebelumnya yaitu mencapai 17,398. Industri halal di Indonesia waktu ini terus
memperlihatkan kemajuan meskipun di tengah masa pandemi. Berdasarkan
laporan dari Global Ekonomi 2020-2021, peringkat Indonesia dalam
pengembangan ekosistem ekonomi dan syariah secara umum naik ke urutan
keempat dari urutan kelima dibanding tahun sebelumnya. Pada triwulan 11/2021

perkembangan bagian unggulan industri halal yang terdiri dari makanan halal,
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busana muslim, dan pariwisata ramah muslim mencapai 8,2 persen atau lebih
tinggi dari perkembangan PDB nasional, yakni sebesar 7,07 persen.

Dalam perkembangan sertifikasi halal pada produk usaha dan jasa sangat

syariat Islam,
karena mer an hagiz i subtansi dari hu erintah bagi setiap
muslim unt erhatika c gk i makanan halal

Maidah ayat 88

o D5 5 483 L 151

Menurut ayat di atas WT telah menyuruh manusia agar
mengkonsumsi yang halal dan baik, karena halal saja tidak bisa menjamin
makanan tersebut baik, mulai dari kualitas yang harus tetap terjaga, kandungan
gizi dan lainnya. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik
dapat berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari.

Makanan halal menjadi isu yang liabel bagi masyarakat. Dalam hal ini

pemerintah menyandang tanggung jawab besar mengayomi masyarakat secara
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keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang bersirkulasi
dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara etika, hukum, dan moral

berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (product liability) atas produk

pangan menyatakan a pa han “tlasa *q. a yang paling
utama da
Indonesia. | antiase : : permutu, bergizi,
dan beragam de arga ‘j -L :h_ ; syarakat, serta tidak
bertentanga a ak \ ! daye akat. Mengkonsumsi
produk hala : 3 araf hidup dan
kehidupan, 7 Warc ; Undang-Undang

Dasar 1945.

di Pekanbaru adalah kasus warung bakso yang terdeteksi mengandung fragmen
DNA specificporcine (babi) berlokasi di JI. KH. Ahmad Dahlan (Republika,
2017). Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa
telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen

muslim melalui instrumen sertifikat halal.
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Di kota Pekanbaru, sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia bagi pelaku usaha mikro menengah (UMKM) pada tahun 2018

sebanyak 284 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah

menyataka al perlindungan

konsumen layak sesuai
syari’at Isle lam. Sertifikat

halal saat i perdagangan

QQ Ak aka dari itu pemerintah
menerbitkan Undang-unda ‘ 0 - 014 tentang Jaminan Produk
Halal (UU-JPH).

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses
sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan UU-JPH
menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (Charity: 2017)
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Berdasarkan pasal 5 UU-JPH penyelenggara jaminan produk halal adalah

tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementrian Agama.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah

dap konsumen
sebagai suz tatanan atau
kesatuan . i dari ian-bagia u J ng saling berkaitan

satu dengan

18).

No. Valid date Jumlah
1 | Restoran h 2019 2021 23 unit usaha
2 | Kue Bolu Basah dan Kering 2019 2021 25 unit usaha
3 | Aneka Keripik 2019 2021 12 unit usaha
4 | Catering 2019 2021 18 unit usaha
5 | Roti dan Bakery 2019 2021 22 unit usaha
6 | Olahan Ikan 2019 2021 5 unit usaha
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7 | Makanan Ringan 2019 2021 6 unit usaha
8 | Tepung 2019 2021 2 unit usaha
9 | Rendang, Abon dan Salai 2019 2021 2 unit usaha
10 3 unit usaha
11
12
13
14
15 1 unit usaha
16 2 unit usaha
17 2 unit usaha
18 1 unit usaha
19 1 unit usaha

batagor, olahan sagu, saos, dorayaki dan pudding masing-masing sebanyak 1 unit

usaha.

Di pasaran begitu banyak jenis pelabelan atau sertifikasi halal yang

beredar, hal ini dapat menimbulkan kebingungan para konsumen untuk

membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, sedangkan LPPOM MUI telah

mengeluarkan label dan sertifikat halal yang mungkin banyak tidak diketahui oleh
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konsumen. Pemasaran syariah yaitu penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang

sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah berdasarkan

konsep ke Islaman yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW. (Rusby 2017:64).

Penetapan P

Tahun 2001 J-Undang or 33 T3 tentang Jaminan
Produk Halal

penelitian lebih dala .Q . wyelenggara JaminanProduk
Halal Kota Pekanbaru Te san -l U Republik Indonesia No. 33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”
Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut
yaitu, bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kota
Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal?
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Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU Republik

bagi semua

menjadi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Riau.
Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan dalam

penelitian maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut ini :
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BABI PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah;
Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB Il :

Penetapan
Auditor Halal;

Relevan; Konsep

BAB Il :

BAB IV :
Umum Lokasi penelitian;
Deskripsi Temuan Penelitian; Laporan Hasil Penelitian; dan
Pembahasan Hasil Penelitian.
BABV : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran hasil penelitian.
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BAB 11

LANDASAN TEORI

Peran dan Pembahasan

peristiwa. ' Me : s sosiologi suatu
pengantar ] : s 0 aspek dinamis
kedudukan (sta Apabila seseoran ewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, dia ‘- N -L :;_ : 2 antara kedudukan
dan peran a

Men arw - ah aspek dinamis

kedudukannya, maka setiap orang juga mempunyai macam-macam peran yang
berasal dari pola pergaulan hidupnya. Artinya peran menentukan apa yang
dilakukannya terhadap masyarakat serta peluang-peluang apa yang diberikan
masyarakat kepadanya. Peran begitu pentingnya sebab dapat mengatur perilaku

seseorang, selain itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan

12
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orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga orang tersebut bisa menyesuaikan

perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang segolongannya.

. Cakupan Peran

Soekanto

’

v
dalah sua
g
f J
?

BCS

R
“E.I

tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk melihat besar
ataupun kecilnya peranan suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat

keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Administrator Halal
Administrator halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat

halal dengan cara beberapa tahap untuk menunjukkan bahwa bahan, proses
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produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJPH. Sedangkn

sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputsan

Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada
kemasan produk untuk membuktikan bahwa produk yang dimaksud berstatus
sebagai produk halal (Rofiana : 2017).

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melakukan sertifikasi halal (sebelum
diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia(MUI)

yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Dan Obat-obatan
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dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya Undang-

undang Jaminan Produk Halal, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan

jaminan kehala Juk yang dipasa roduk tersebut

dalam ben ahaa melaksanaka atura y disebut Sistem
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Berikut ini adalah skema dan alur dari proses sertifikasi halal :

Gambar 3. Skema dan Alur Sertifikasi Halal

Penolakan
Sertifikasi
Halal

]

L Verifikasi

Sesuai

\ 4

A

Halal

Sh ) E

Keputusan Penetapan
Kehalalan

MUI mengkaji hasil verifikasi

BPJPH melalui sidang fatwa

halal MUI untuk menetapkan
kehalalan produk

SN

Paling lama 60 hari kerja
dengan penambahan 30 hari

kerja jika belum selesai

(untuk luar negri) Paling lama 30 hari kerja

Sumber data:halal.go.id

Dari gambar di atas dapat dijelaskan beberapa alur proses sertifikasi halal
BPJPH yang akan dilewati oleh pelaku usaha barang ataupun jasa yang ingin
mengajukan sertifiksi halal kepada Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) :
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Perusahaan mengirim aplikasi pendaftaran ke BPJPH

BPJPH menetapkan LPH untuk melaksanakan pemeriksaan/pengujian

LPH melakukan pemeriksaan/pengujian ke perusahaan.

daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan
yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, kecuali bahan berasal dari alam
tanpa melalui proses proses pengolahan; atau dikategorikan tidak
mengandung bahan yang diharamkan.

+« Dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai

pembelian, penerima, penyimpanan, penyimpanan bahan yang
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digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan

distribusi.

Sistem jaminan produk halal ditetapkan kepala BPJPH.

=~
=
>
£
£
=
=
c

=

*AT

8
R

Q@“‘ >

Pelaku usaha mengsa an sertifkasi halal kepada BPJPH.
BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan tersebut selama
maksimal 10 hari kerja.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH mengaplikasikan
lembaga pemeriksa halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam

waktu maksimal 5 hari kerja.


http://www.halal.go.id/
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d. Proses berikutnya adalah LPH melakukan pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40-60 hari kerja.

e. Hasil dari pengujian akan diserahkan oleh LPH ke BPJPH untuk

Ulama Indonesiia

ngka waktu

ebut, kemudian BPJPH
=

i kerja.

mengajukan

sertifikat ha pu memberikan

-
7
Dala e me atka Ut oelu
jaminan ke M produk tersebut
Sistem Jaminan

dalam bent

Halal (SJH). Siste 1 0 an: bagian yang tak

. Penetapan Lembaga Pe '&

N,

kehalalan produk. Kemudian LF

e

sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak
dokumen permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2)
dinyatakan lengkap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH

diatur dalam Peraturan Mentri.
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3. Pemeriksaan dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujan kehalalan produk sebagaimana dimaksud

dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. Kemudian pemeriksaan

organisasi, gagasan atau bauran dari semua wujud di atas.

Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) melalui Sidang Fatwa MUI, mengikutsertakan pakar, unnsur kemetrian
atau lembaga dan instansi terkait. Dalam sidang tersebut memutuskan kehalalan

Produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dn



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

21

pengujian Produk dari BPJPH dan ditandatangani oleh MUI disampaikan kepada

BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

. Penerbitan Sertifikasi Halal

tugas sebagai berikut:

Memeriksa Bahan Yang Digunakan
Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan,
bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari
a. Hewan;

b. tumbuhan;
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c. mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimia, biologi, dan
rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan yaitu hewan yang halal kecuali yang sudah

ang dihasilkan
kan jika proses

terkontaminasi

dengan lokasi, alat proses Produk yang tidak halal, dan tempatnya.

(2) Lokasi, alat PPH dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib:

a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;

b. Bebas dari najis; dan

c. Bebas dari bahan yang tidak halal,
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(3) Lokasi wajib dipisahkan sebagaimana tertera pada ayat (1) yaitu lokasi
penyembelihan.

(4) Tempat dan alat PPH wajib dipisahkan seperti yang dimaksud pada ayat

3. Mem

ibatasi dengan
mencegah lalu

) tidak berada di

dan daging.
4. Meneliti Lokasi Produk

Menurut Ghofur (2017 : 85) Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi
diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa Kini

maupun dimasa yang akan datang. Kegiatan produksi tidak terlepas dari
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keseharian manusia, konsumsi, produksi dan ditribusi sesungguhnya

merupakan satu kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan.

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud pada pada 43 ayat (4)

Alat pengemasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat
(4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu yang pertama tidak
menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan
untuk pengemasan produk yang tidak halal. Kedua, wajib menggunakan
sarana yang berbeda untuk yang halal dan yang tidak halal.

c. Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian
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Untuk pendistribusian, penjualan dan penyajian juga wajib

memenuhi persyaratan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu

tidak menggunakan alat pendistribusian, penjualan dan penyajian secara

pidana atas Jaminan Produk Halal, merupakan peraturan tentang hukuman akibat
pelanggaran kewajiban moral hazard dari subjek hukum pribadi atau korporasi.
Adapun persamaan pada penelitian pertama ini adalah sama-sama meneliti
tentang UU Jaminan Produk Halal. Perbedaan penelitian pertama dengan penulis
adalah jika pada penelitian pertama berfokus ke Pasal 4 No. 3 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal dan Sanki ancaman pelanggaran, sedangkan pada
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penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada peran BPJPH terhadap UU No.
33 Tahun 2014, kemudian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan penelitian metode deskriptif
kualitatif.

Penelitian kedua, yaitu Dr.Hj. Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Marina
Zulfa, Sri Wahyuni(2020)mengenai', -'Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi
Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi
Riau”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan pencantuman logo halal
pada produk makanan dan minuman digunakan untuk memberikan kepastian
hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut
benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum-Islam. Konsumen muslim
tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada
kemasan produk makanan /dan minuman tercantum logo halal dan mencegah
konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jika produk makanan dan
minuman tidak halal sesuai Undang-undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha
berkewajiban untuk“memberikan tanda pada produk makanan dan minuman
tersebut tidak halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah
pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kkhususnya UMKM mengenai
pentingnya standarisasi dan sertifikasi. Sehingga UMKM dapat mengurus
sertifikasi halal pada produk olahannya.

Adapun persamaan penelitian kedua ini adalah sama-sama membahas
mengenai produk halal dan pentingnya sertifikasi halal, metode yang digunakan

sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian perbedaannya adalah
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jika pada penelitian kedua berfokus pada sosialisasi serta standarisasi maka pada
penelitian yang penulis buat berfokus kepada bagaimana peran Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap UU Jaminan Produk Halal.

Alfida Miftah Farhanah;..(2019) yang meneliti tentang “Kewenangan
BPJPH Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-undang Nomor
33 Tahun 2014 (UU-JPH). Hastl penelitiansini. adalah menunjukkan bahwa(1)
Perubahan kewenangan, pengaturan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan
produk halal setelah dibentuk BPJPH pengajuan sertifkat jaminan produk halal
diajukan ke BPJPH yang sebelumnya diajukan ke MUI, penelitian menunjukkan
bahwa mekanisme yang akan dijalani oleh pelaku usaha baik produk makanan
lokal maupun impor untuk mendapatkan sertifikat halal diawali-dengan pengajuan
sertifikat halal kepada BPJPH. (2) UU Jaminan Produk Halal memiliki banyak
masalah sebelum diterapkan:sepenuhnya pada Oktober 2019.

Persamaan penelitian ketiga dengan yang penulis buat adalah sama-sama
meneliti peran dari BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 (UU-JPH),
kemudian perbedaan penelitian ketiga dengan yang.penulis buat adalah jika pada
penelitian kedua berfokus kepada wewenang.antara BPJPH dan MUI maka pada
penelitian yang penulis buat ini adalah hanya berfokus pada wewenang/ fungsi/
peran dari BPJPH.

Konsep Operasional
Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Peran Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap

Pelaksanaan UU-JPH No0.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
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Tabel 2: Konsep Operasional

Konsep Dimensi Indikator

1. Administrator Halal |.a. Pengajuan

|

Sumber ; Data Olahan, 2021
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Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori yang penulis bahas, penulis mencoba

Hasil
Penelitian
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di BPJPH (Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal) Kota Pekanbaru di JI. Rambutan kantor Kemenag Riau.

30
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Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober
2021, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut.

Tabel3: Waktu Penelitian

Bulan

No Jenis Kegiatan Juli Agustus. | September | Oktober

1128 4112 344|1/2/3 [4/1/2|3 |4

1 | Pengumpulan Data

2 | Pengolahan Data

3 | Analisa Data

4 | Penulisan Laporan

Sumber: Data Olahan, 2021.

. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan
Penyelenggara Jamianan Produk Halal (BPJPH)' Kota Pekanbaru yaitu di JI.
Rambutan kantor Kemenag Pekabaru, Riau. Sedangkan yang menjadi objek
penelitian ini adalah Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal.

Populasi dan Sampel
Populasi

Populasi adalah seluruh kesimpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri
sesuatu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2014:87).
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas Layanan

Sertifikasi Halal Daerah Kota Pekanbaru
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Sampel
Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi

sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

No.

1.

Sumber data olahan 2021

Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari
data primer dan data sekunder. Supaya tampak lebih jelas dapat dilihat pada
uraian di bawah ini.

1. Data Primer
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Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2014:42).

disajikan : I ta primer_ate ak lain misalnya

dalam bent

pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau
bila hal itu tidak memungkinkan dilakukan, juga bisa melakukan alat komunikasi
(Sanusi,2011:105).

Wawancara juga didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi komunikasi
yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam

setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah
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ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam

memahami. (Herdiansyah, 2015:34)

. Observasi

peneliti baik secara

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memerikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

penelitian untuk melakukan pengumpualn data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlakukan (Sugiyono, 2014:247)
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2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

Langka Jalan ' es and Huberman

adalah pena
masih bersifat sementara kan be _. g ukti-bukti yang
kuat yang , 0 p oNg - . Tetapi apabila
kesimpulan 1 ada taha al, . di eh bukti-bukti yang
valid dan konsiste : ‘ pulkan data, maka
kesimpulan yang Ipaka : redibel (Sugiyono,

2014:25).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

ri Agama yang bertugas

melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat menjadi penting, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan

lainnya mengenai sertifikasi halal tersebut. Pemerintah bersama DPR telah

menyusun Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk

36


https://www.wikiwand.com/id/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia
https://www.wikiwand.com/id/Menteri_Agama
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Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang, Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan
Menteri Agama Nomaor 982 tahun 2019.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lahir pada tanggal
17 Oktober 2017 yang disahkan 0leh-Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang
Yudhoyono adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Kemudian
dihari yang sama Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) II" Amir Syamsudin telah mengundangkan UU tersebut
sebagai Undang-Undang No0.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Untuk .~menerapkan UU-JPH tersebut ~maka .dibentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai anak dari Kemenag R,
BPJPH menerima tugas sebagai penerus tugas, yang sudah-diemban oleh MUI
bersama LPPOM-MUI selama kurang lebih 30 tahun. UU-JPH tersebut juga
mengatur peran dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal
sertifikasi halal dan juga peran dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang
memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu-produk (Pasal 1 ayat 8).

Layanan sertifikasi halal daerah menurut UU No.33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (JPH) adalah bentuk perlindungan negara terhadap
masyarakat dalam hal konsumsi agar memperoleh jaminan atas kehalalan suatu
produk, kemudian hal ini juga berkaitan dengan penambahan produktivitas serta
daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sesuai kebijakan dalam

Keptusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang
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Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kemenag,
pelaksanaan sertifikat halal dilaksanakan di PTSP Kemenag dengan tujuan:

1. Mendekatkan layanan kepada masyarakat

3. Segitige

Berik

(Sumber: BPJPH, Kementrian Agama)
4. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
a. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu:
“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

b. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah:
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e Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang
Berkualitas

e Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif

Siak memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi

tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan antara bagian satu
dengan bagian lainnya.
Berikut ini stuktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

kota Pekanbaru.
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Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal Kota Pekanbaru.

Ketua Pelaksana Satuan Tugas

ekanbaru terdiri

diperoleh dalam pengumpulan da gan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi.

Data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan
dideskripsikan yakni diawali terlebiih dahulu oleh deskripsi mengenai data-data
umum. Data-data umum yang akan diuraikan diantaranya mengenai deskripsi

umum lokasi penelitian yang merupakan lembaga BPJPH yaitu Peran Badan

Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap
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Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jamianan Produk Halal. Temuan

dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan informan,

lalu melakukan observasi dalam kegiatan intraksi informan dengan lingkungannya

penelitian

dilapangan.

permasalahs

ENARAEN

lapangan
kesimpulan

Pada

No. JABATAN

etua Pelaksana Satgas Layanan

1. | Dra. Hj. Nurmala

Sertifikasi Halal Daerah dan

Verifikator

2. | Anizar Sekretaris

3. | Andika Saputra Pelaksana Tata Usaha dan Operator
Halal

Sumber data olahan 2021
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C. Laporan Hasil Penelitian
Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU

No. 33 Tahun 20 ] mina < | ] nelakukan wawancara

ksa bahan yang
digunakan

Memeriksa proses
pengolahan produk

Memeriksa sistem
penyembelihan

Meneliti lokasi produk

Sumber data: Data Olahan 2021
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1. Administrator Halal
a. Pengajuan Permohonan

Dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal pihak pemohon

n_oleh pihak BPJPH

‘ ‘ ‘ “““ .‘&‘ atan maka

Q t ‘ ‘ K meleng api persyaratan sertifikasi
AN

halal, jika tidak meme ohonan dari pelaku usaha akan

~
ﬁ apkan oleh
.=
=
7
=
:_ = u usaha dibuat
Bz diajukan oleh
B =
=
- = atan dan tidak
= = i halal ditolak
1] =} ]
< S
e = udian kita juga
z =
- > g wajib dimiliki
S 2

=
@ 2
—
E ; wa setlap yang ingin
H-
=

ditolak oleh pihak BPJPH.
b. Penetapan LPH
Selain dari pengajuan permohonan, penetapan LPH juga
berpengaruh bagi sertifikasi halal dalam menentukan jaminan produk

halal. Adapun jumlah pelaksana Lembaga Penjamin Halal Kota Pekanbaru
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Terdiri dari 1(satu) LPH — yang terletak di LPPOM, seperti yang
dijelaskan oleh bapak anizar:

“Jumlah Lembaga Penjamin Halal hanya ada 1 LPH yang terdapat

pahwa Lembaga

melaksankan

tentang jaminan produk halal bahwasanya setiap pengajuan permohonan
dari pihak pelaku usaha wajib untuk melengkapi dokumen persyaratan.
Adapun bagi pelaku usaha yang tidak dapat melengkapi kualifikasi
persyaratan pengajuan permohonan maka pihak BPJPH tidak dapat

menerima pengajuan permohonan tersebut. Kemudian dalam proses
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pelaksanaan Lembaga Pemriksa Halal (LPH) pihak BPJPH hanya

memiliki satu LPH yang terdapat di LPPOM.

Pemeriksa dan Pengujian

melalui keputusan fatwa MUI”
Dari dua pernyataan di atas, dapat peneliti perjelas bahwa dalam
pelaksanaan pemeriksaan kehalalan dan pengujian kehalalan produk,
pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat kepada LPH yang
akan diserahkan kepada BPJPH untuk diuji dan diperiksa kehalalan

produknya, kemudian diserahkan kepada pihak LPPOM-MUI  untuk
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memperoleh penetapan kehalalan Produk. Setelah mendapatkan penetapan

keputusan fatwa halal MUI, maka pihak BPJPH dapat mengeluarkan

sertifikat halal.

ketidakhalalan produknya dari hasil penetapan sidang fatwa MUI untuk
mengajukan kembali permohonannya, tapi harus berdasarkan persyaratan
pengajuan permohonan sertifikat MUI yang ditetapkan oleh LPPOM MUI
dan BPJPH, diantarnya data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar

produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk dengan
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maksimal 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan masuk ke
BPJPH”

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh narasumber di atas,

“kendala utama yang dihadapi adalah bahan baku dan sikap
produsen. Karena kadang ada saja pelaku usaha yang nakal sehingga tidak
ingin mendaftarkan produknya ke BPJPH, sesudah berhasil mendaftarkan

produk dan mendapatkan sertifikat halal, BPJPH tetap mempunyai

kewajiban untuk meninjau lokasi usaha produsen”.
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Dari pernyataan di atas dapat peneliti dalam disimpulkan bahwa
penerbitan sertifikat halal, bahan yang disajikan oleh pelaku usaha harus

dengan ketetapan UU-JPH, namun sejumlah pelaku usaha yang masih sulit

diterbitkan
si bahan yang
masa berlaku

masa berlaku

pengajuan permohonan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
sertifkat habis, lebih lengkapnya pelaku usaha bisa mengakses website
resmi BPJPH di halaman www.halal.go.id karena semuanya sudah
lengkap di laman tersebut”

Berdasarkan pernyataan yang narasumber paparkan di atas, dapat

peneliti simpulkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin melakukan


http://www.halal.go.id/
http://www.halal.go.id/
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pembaruan sertifikat halal wajib untuk melengkapi dan mengajukan
kembali permohonan pembaruan sertifikat halal ke BPJPH.

2. Auditor Halal

pemeriksaan di laboratoriu apabila produk masih diragukan
kehalalannya.

b. Memeriksa proses pengolahan produk

Dalam proses pengolahan produk, Auditor Halal berperan terhadap

pemeriksaan proses pengolahan produk. Produk yang dibuat dengan bahan

baku halal 100% tidak dapat menjamin hasil akhirnya juga halal. dalam
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proses pengolahan terdapat beberapa faktor penyebanya contohnya proses
fermentasi yang menyebabkan produk mengeluarkan alkohol dalam

jumlah yang banyak kemungkinan akan menyebabkan produk tersebut

ja, dengan

ri dari produk

paikan bahwa

erja, yang terdia dari

hanya mengunakan bahan bahan baku dari hewan-hewan yang dihalalkan
oleh syariat Islam, proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan hukum
Islam juga harus dihindari.

Perusahaan yang memproduksi bahan makanan yang bahannya
berasal dari daging sapi namun proses penyembelihannya tidak sesuai

ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram. Tugas Auditor Halal
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adalah untuk memastikan produk halal dan tidak melanggar kebijak ini.
Pemerintah menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh dan

melanggar ketetapan yang sudah tercantum di UU-JPH. Seperti yang

i tentu akan

(regulasi) di

alat pengolahan,

dapat membuat produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar
halal sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu
Nurmala:

“Auditor Halal selain memeriksa sistem penyembelihan, dia juga

melihat tempat dari proses produk halal di lokasi. Selain itu Auditor halal

juga bertugas mengamati tempat penyembelihan, Alat pengolahan dan
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pengemasan. Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal

Auditor halal masih memiliki tanggung jawab untuk meninjau kembali

lokasi produksi pelaku usaha”

Sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan,
proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJPH. Sedangkan
sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan
kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI

berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh BPJPH.
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Sertifikasi halal pada undang-undang No0.33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal disebutkan didalam pasal 1“Sertifikasi halal adalah pengakuan

kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis

lainnya,

penyembel
Beri 1 pe g ari 2] 1 pe an dengan Ketua

Pelaksana 03 3 ; B asi Halal Dat . erifikator, Pelaksana

nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan
proses pengolahan produk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan
sertifikat halal harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam
UU-JPH No. 33 Tahun 2014 bahwa setiap pelaku usaha yang ingin

mendaftarkan mengajukan permohonan sertifikat halal wajib melengkapi
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dokumen persyaratan, setelah itu pihak BPJPH wajib meninjau dan

mengkaji permohonan yang sudah diajukan oleh pelaku usaha untuk

diverifikasi.

yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam pasal UU-JPH.

. Penetapan Kehalalan Produk

Sebagaimana yang dimaksud pasal 33 ayat 2 menetapkan halal
pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH bertugas

menerbitkan sertifikat halal. Ada beberapa kendala dalam penerbitan
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sertifikat halal, di antarnya yaitu bahan baku, karena beberapa bahan baku
yang digunakan mengandung bahan non halal sehingga ditolak oleh MUI,

Penerbitan sertifikat halal, bahan yang disajikan oleh pelaku usaha

w lan sebelum
4’. laku selama 4
&

.&Iﬂ jika terdapat
o)

ﬂ; pelaku usaha.
g Jajuan maupun
ﬂ’ elalui email ini
' .00 dan Jum’at

es oleh pelaku usaha

pemeriksaan kehalalan produk. Berdasarkan pasal 4 Auditor Halal memiliki tugas
sebagai berikut:

a. Memeriksa bahan yang digunakan

Tugas Auditor halal adalah memeriksa bahan yang digunakan
terhadap bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari mikroba,

dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, dan rekayasa


http://www.halal.go.id/
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genetika. Hal ini dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan
pemeriksaan produk tambahan, dan jika Auditor Halal ragu terhadap

proses pemeriksaan, Auditor Halal dapat melakukan pengajuan produk di

yang dibuat
akhirnya juga

penyebabnya
mengeluarkan

menyebabkan

Produk yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan
secara khusus menjadi perhatian dalam proses sertifikat halal. Bukan
hanya menggunakan bahan bahan baku dari hewan-hewan yang dihalalkan
oleh syariat Islam, proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan hukum

Islam juga harus dihindari.
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Proses pemeriksaan dan penyembelihan, pelaku usaha harus

mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk bagi

pelaku usaha yang menggunakan bahan tidak halal maka hukumnya
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2)
dinyatakan lengkap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
LPH diatur dalam Peraturan Mentri.
c. Pemeriksaan dan Pengujian
BPJPH juga berperan dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan

produk, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka

58



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

f.

59

waktu paling lama lima hari kerja, tehitung sejak dokumen permohona

dinyatakan lengkap.

Penetapan dan kehalalan produk

dan ditetapkan
aha yang sudah
asil penetapan

bersedia untuk

sertifikat halal

kehalalan produk pelaku usaha. Penerbitan sertifikat halal untuk bahan
yang disajikan oleh pelaku usaha harus dengan ketetapan UU-JPH, namun
sejumlah pelaku usaha masih sulit untuk menerapkan kaidah bahan yang
sudah di tetapkan oleh BPJPH.

Pembaruan sertifikat halal
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Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh

BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan pada bahan-bahan yang digunakan

oleh pelaku usaha. Pengajuan permohonan perpajangan masa berlaku

yang digunakan, dan proses produk halal.
Memeriksa sistem penyembelihan

Proses pemeriksaan dan penyembelihan dalam hal ini pelaku usaha
wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk

bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan yang tidak halal maka
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hukumnya menjadi haram dan proses pengolahan produk tidak dapat

dilakukan.

. Meneliti lokasi produk

produk dan

pengolahan,

ang digunakan

l dari mikroba,

kehalalan produk dilakukan paling lama 2 hari kerja, dengan dua tahapan
yakni produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal. proses
pemeriksaan dan penyembelihan, pelaku usaha harus mengikuti peraturan
yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk bagi pelaku usaha yang
menggunakan bahan tidak halal maka hukumnya menjadi halal, dan proses

produk halal tidak dapat dilakukan. Auditor Halal wajib memastikan
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bahwa lokasi produksi tempat penyembelihan, alat pengolahan,

pengemasan hingga pendistribusian kedua kedua jenis produk tidak dapat

tercampur. Lokasi produksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam

usaha yang
a memberitahu
oduk usahanya.

karena saat ini

Saan serta pengawasan terhadap produk
pelaku usaha yang ada di kota Pekanbaru dengan lebih teliti dalam
memeriksa bahan yang digunakan, proses penyembelihan, pengemasan

serta pendistribusian.

. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada seluruh pelaku usaha di

kota Pekanbaru baik dari segi sertifikasi halal dan Auditor halal.
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